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Abstract: This study examines the implementation of digital governance in local tax
administration and its implications for public service quality, with particular attention to
institutional constraints shaping the outcomes of digitalization. Using a qualitative research
approach, the study explores the adoption of the V-Tex application in property tax (PBB P2)
services in Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, document analysis,
and field observations involving local government officials and service users. The findings
indicate that while digital tax services contribute to improvements in accessibility, efficiency,
and service transparency, their effectiveness is significantly conditioned by institutional
factors. Limited administrative capacity, uneven digital literacy among taxpayers, inadequate
inter-organizational coordination, and infrastructural disparities constrain the optimal
functioning of digital service delivery. These constraints reveal that technological innovation
alone is insufficient to enhance public service quality without parallel institutional
strengthening. The study contributes to the digital governance literature by highlighting the
central role of institutional contexts in mediating the relationship between digitalization and
service quality, particularly in local governments within developing country settings. By
moving beyond technology-centric explanations, this research offers a more nuanced
understanding of how digital governance reforms operate in practice and provides insights for
policymakers seeking to improve public service delivery through digital transformation.
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Introduction

Ketahananan pangan menjadi isu
penting dalam kesejahteraan masyarakat
dalam provinsi di indonesia dan
merupakan aspek yang penting dalam
pembangunan serta keberlanjutan daera
namun Kkerentanan pada pangan atau
kurangnya pangan yang dimiliki serta
diakses menjadi masalah terutama bagi
wilayah wilayah secara geografi dan
ekonomi salah satunya ialah kepulauan
mentawai.

Birokrasi sebagai mesin utama
pemerintahan memiliki peran sentral
tidak hanya merumuskan kebijakan,
tetapi juga sebagai pelaksana dan
pengawas terhadap jalannya kebijakan.
peran strategis birokrasi ini
menempatkan birokrasi di posisi kunci
dengan memastikan bahwa kebijakan
yang diambil sesuai dengan kebutuhan
dan kepentingan masyarakat sehingga
birokrasi dituntut untuk responsif, yaitu
mampu menangkap permasalahan sosial
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secara cepat dan transparan terhadap
aspirasi publik serta adaptif terhadap
perubahan lingkungan, baik dari sisi
regulasi ataupun kebutuhan masyarakat.
e Responsivitas birokrasi
merupakan indikator penting dari
sistem pemerintahan yang baik,
birokrasi yang responsif akan
membentuk sistem pelayanan
publik  yang  proaktif, dan
mendengarkan Kkritik serta terbuka
dengan melibatkan partisipasi
masyarakat, namun birokrasi yang
tidak responsif memiliki
kecenderungan menutup diri,
mempertahankan status quo, dan
menimbulkan penyalahgunaan
wewenang. Dalam pengelolaan
sumber daya alam, responsivitas
menjadi
https://jurnal.unmer.ac.id/index.p
hp/jkpp/indexpermasalahan  INI
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TEMPLATE penting melalui
pengambilan keputusan terkait
perizinan, pengawasan, dan

perlindungan masyarakat adat.

Dalam  konteks tata  kelola
pemerintahan yang baik, birokrasi yang
efisien dan responsif = merupakan
prasyarat penting untuk mencapai
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pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada
pelayanan publik yang berkualitas.
(Mustanir, Yusuf, and Sellang 2022)

Birokrasi hadir sebagai instrumen
negara yang rasional, netral dan
profesional melalui pengelolaan sumber
daya alam, birokrasi memiliki peran
untuk melindungi kepentingan ekologis
dan menjamin Kkeadilan distribusi
manfaat. Sebaliknya, praktik yang terjadi
tidak mencerminkan kepentingan dan
keadilan, melainkan menjadi sumber
utama penyimpangan di birokrasi,
khususnya  pemberian izin  usaha
pertambangan yang memiliki kerugian
terhadap lingkungan dan masyarakat
sekitar.

Pengelolaan sumber daya alam,
terutama di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil memiliki kerentanan
ekologis sehingga birokrasi memiliki
peran sebagai pelindung kepentingan
lingkungan dan masyarakat pesisir diatur
melalui uu no. 27 tahun 2007 tentang
pengelolaan  wilayah  pesisir  dan
pulau-pulau  kecil secara  eksplisit
menegaskan bahwa pengelolaan sumber
daya alam di wilayah tersebut harus
mengutamakan keberlanjutan ekologis
dan partisipasi masyarakat sekitar.

Namun, praktiknya  birokrasi
memberikan permasalahan bukan solusi
untuk  mendukung keberlangsungan
ekologis, kelemahan pengawasan
birokrasi memberikan kesempatan untuk
membuka celah bagi ekploitasi yang
merusak, birokrasi yang seharusnya
memiliki fungsi melindungi justru
menjadi sumber utama penyimpangan
izin seperti di Raja Ampat

Birokrasi yang lemah terhadap
tekanan politik dan ekonomi mampu

disetir untuk tunduk pada kepentingan
individu dan lemah nya sistem
akuntabilitas dan pengawas memberikan
kesempatan terbuka terhadap perizinan
yang di mana kebijakan antara pusat dan
daerah sudah tumpang tindih sehingga
dimanfaatkan oleh oknum birokrat yang
mengaburkan  permasalahan.  Fakta
terkait birokrasi yang sering gagal dengan
tidak meneggakan regulasi sudah
mencerminkan patologi birokrasi, seperti
pemberian izin tambang di kawasan
konservasi raja ampat yang menerapkan
undang-undang justru membuka
kesempatan bagi patologi birokrasi, oleh
karna itu penting untuk mengkaji
fenomena ini dengan memanfaat literatur
review dan menemukan arah perbaikan
tata kelola birokrasi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil.
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